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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :421.5/1693

TENTANG
[ZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
2 SMK Swasta Karya Jaya Nomor : 499 JYPKJ-

Membaca . 1. Surat Permohonan Kepal ' '
5 November 2020 Perihal Penyampaian

Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor

SMK/TM /2020 tanggal
Permohonan Penyesuaian

Tanjung Morawa; ;
9 Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan permohonan

penyesuaian [zin Operasional SMK Swasta Karya Jaya.

503/4459 tanggal 26 April
(Sekolah Menengah

Izin Operasional SMK Swasta Karya Jaya

2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Mengingat S A :
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

o

|

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4 Peraturan Pemerintah Nomorl3 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2018 tentangPelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); :

9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang
gigaa, F;ngsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

ovinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Tahun 2019 Nomor 3); | bk

10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).
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